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Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital mendorong munculnya aplikasi kencan online seperti Tantan yang
memudahkan interaksi sosial, namun juga meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi,
Khususnya foto. Kasus seperti catfishing, penyebaran, dan manipulasi foto tanpa izin semakin marak
dan menimbulkan kerugian emosional, sosial, serta hukum bagi korban, sekaligus menunjukkan masih
lemahnya perlindungan hukum di ruang digital. Meskipun Indonesia telah memiliki UU ITE, UU PDP,
KUHP dan HKI yang mengatur perlindungan data pribadi, penerapannya masih menghadapi berbagali
kendala, seperti ketidakjelasan hukum, rendahnya kesadaran pengguna, dan keterbatasan mekanisme
pengaduan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam pengaturan dan
penerapan hukum terkait penyalahgunaan foto di aplikasi kencan, serta dampak hukum dan sosialnya,
guna memperkuat perlindungan atas privasi dan identitas digital individu.
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GAP dan Kebaharuan

GAP penelitian ini terletak pada minimnya kajian yang secara khusus membahas
penyalahgunaan foto di aplikasi kencan, karena penelitian sebelumnya lebih
menitikberatkan pada media sosial umum dan belum mengintegrasikan analisis UU
ITE, UU PDP, dan KUHP secara menyeluruh. Selain itu, dampak sosial-psikologis
korban serta efektivitas mekanisme pelaporan dan respons platform aplikasi kencan
belum banyak dikaji. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus spesifik terhadap
aplikasi kencan, pendekatan hukum terpadu, serta analisis keterkaitan perlindungan
hukum dengan dampak yang dialami korban, disertai rekomendasi praktis untuk
peningkatan literasi digital, penguatan regulasi, dan perbaikan sistem pelaporan.
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« Bagaimana perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan foto di aplikasi
kencan terkait dengan tindak pidana penipuan, pencurian identitas dan
catfishing?




Tujuan Penelitian

 Memahami sejauh mana instrumen hukum yang ada di Indonesia mampu
memberikan perlindungan terhadap korban penyalahgunaan foto di aplikasi
kencan.

 Memahami dampak hukum terhadap pelaku penyalahgunaan foto di aplikasi
kencan.




Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yurus normatif, yaitu cara untuk
menganalisa hukum sebagal serangkaian aturan tertulis dalam peraturan yang berlaku. Fokus
penelitian ini adalah untuk menganalisis ketentuan hukum yang ada di Indonesia, khususnya
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan
Data Pribadi (UU PDP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hak Kekayaan
Intelektual (HKI) yang berkaitan dengan penyalahgunaan foto di aplikasi kencan online seperti
Tantan. Data yang digunakan terdiri dari sumber hukum utama seperti Undang-Undang, serta
sumber hukum penunjang seperti jurnal, literatur hukum, dan keputusan pengadilan yang
relevan. Melalui pendekan normatif ini, peneliti berusaha untuk mengenali dan menganalisis
apakah penggunaan foto secara tidak sah di aplikasi kencan dapat dianggap sebagai
pelanggaran privasi berdasarkan hukum di Indonesia, serta mengevaluasi sejauh mana
peraturan yang ada dapat memberikan perlindungan hukum kepada para korban.




Hasil dan Pembahasan

* Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Foto di Aplikasi
Kencan

Foto pribadi merupakan bagian dari identitas dan hak privasi yang dilindungi hukum, terutama
dalam konteks masyarakat digital di mana foto menjadi elemen penting pembentukan identitas
daring. Penyalahgunaan foto tanpa persetujuan pemiliknya merupakan pelanggaran hak privasi
yang serius. Perlindungan hukum diberikan melalui beberapa instrumen. UU No. 27 Tahun
2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menegaskan bahwa foto termasuk data pribadi dan
setiap pemrosesan harus berdasarkan persetujuan sah (prinsip lawful processing). UU ITE Pasal
26 mengatur kewajiban persetujuan dalam penggunaan data pribadi melalui media elektronik,
serta dapat dikaitkan dengan pasal penipuan atau pencemaran nama baik. KUHP dapat
diterapkan apabila terdapat unsur tipu muslihat dan kerugian, sedangkan hukum Hak Cipta
berlaku apabila foto memenuhi unsur ciptaan. Dengan demikian, korban memiliki perlindungan
berlapis secara perdata maupun pidana, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi kendala
teknis dan pembuktian digital.
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Hasil dan Pembahasan

« Karakteristik Penyalahgunaan Foto yang Merujuk pada Penipuan dan
Dampak Hukum serta Sosialnya

Penyalahgunaan foto di aplikasi kencan umumnya berbentuk pembuatan identitas
palsu (catfishing) dengan menggunakan foto orang lain tanpa izin. Tindakan ini
dilakukan secara sengaja dan terencana, disertai penyusunan narasi fiktif seperti
nama, latar belakang, dan informasi pribadi palsu untuk memperoleh
kepercayaan korban lain. Motifnya dapat berupa keuntungan finansial,
manipulasi emosional, hingga tujuan kriminal lainnya. Dampaknya tidak hanya
merugikan korban yang tertipu, tetapi juga korban yang fotonya digunakan.
Mereka dapat mengalami pencemaran nama baik, kerusakan reputasi, beban
pembuktian hukum, serta tekanan psikologis seperti rasa malu, trauma, dan
kecemasan. Secara 505|al fenomena ini menimbulkan stigma dan menurunkan
rasa aman dalam penggunaan ruang digital.
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Hasil dan Pembahasan

* Keterkaitan Perlindungan Hukum dan Dampak Penyalahgunaan Foto di
Aplikasi Kencan

Perlindungan hukum dan dampak penyalahgunaan foto memiliki hubungan sebab-
akibat yang erat. Secara konseptual, hukum berfungsi memberikan rasa aman,
kepastian, dan keadilan di ruang digital. Namun, meskipun Indonesia telah memiliki
UU PDP, UU ITE, KUHP, dan regulasi HKI, penegakan hukum sering terkendala oleh
sifat kejahatan digital yang anonim, lintas wilayah, serta melibatkan platform asing.
Ketidakefektifan penegakan hukum dapat menyebabkan korban enggan melapor dan
menanggung dampak sosial serta psikologis secara berkepanjangan. Sebaliknya,
perlindungan hukum yang kuat dan konsisten dapat menciptakan efek jera, mencegah
praktik catfishing, serta memulihkan korban melalui penghentian penggunaan foto,
pemulihan nama baik, dan dukungan sosial. Penguatan regulasi, termasuk tanggung
Jawab penyelenggara apllka5| menjadi kunci untuk menjaga privasi, martabat manusia,
dan kepercayaan publik terhadap ruang digital sesuai dengan prinsip keadilan.
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